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PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATUR. AN BUPATI LAINDAK

NOMOR 3% TAHUN 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTAING PEDOIMMAIN PELAKSAINAAN BAINTUAIN HUKUM PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANDAK,

a. bahwa dalam ra ngka pelaksanaan pemberian bantus ut
hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah dan
demi terwijudnya pemerataan kesempatan
memperoleh keadilan bagi masyrarakat kurang mampu
baik di dalam maupun di luar pengadilan;

b. bahwa demi tertib administrasi dan tertib pelaksa naan
kegiatan bantuan hukum agar dapat dilaksanakan
secara efektif. berdayva guna dan berhasil guna;

c. bahwa  berdasarkanm  pertimbangan  sebagaimana

dimaksnd dalamn maref a2 dan haraf b perlu
menetaphkem Peratmran Bupat tentang Pedoman
Pelaksanaan Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten
landalk;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 3209}

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum {_embaran Neg ara Repulik Indonesia
Tahun 1986 Ngomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3327) scbagaimana teiah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004
{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesta Nomor 4379;

i

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha DNegara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan
‘embaran MNegara Republik Indonesia Momor 2327)
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telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik indonesia Nomor 4379}
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TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM PEMERINTAH

Menimbang

'| Mengingat
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KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

bahwa dalam rangka pelaksanaan pembertan bantuan
hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah dan
demi terwujudnva pemerataan kesempatan
memperolch keadilan bagi masijarakat kurang mampu
baik di dalam maupun di luar pengadilan;

bahwa demi tertib administrasi dan tertib pelaksanaan
kegiatan bantuan hukum agar dapat dilaksanakan
secara efektif, berdava guna dan berhasil guna:

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
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menet apkan Peraturan DBupat: tentang Pedoman
Pelaksanaan Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten
landaig;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Pergdilan, Umump, {lambaran Negare Repulik Indenssia
Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004
{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4379;

Undan g-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan
Lexmboren Megem Republik Indenesia Momor 3327)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan I .embaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4379);




" 12. Ketentuan Pasal 22 avar (3] diubah sehingga berbunyvi sebagai berikut :
Pasal 22

(3) Dana bantuan bagi Pejabat/PNS/Pensiunan PNS dan unsur penvelenggara
pemerintahan desa serta masvarakat kurang mampu adalah merupakan
dana vang bersifat belania publik.

13. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Kabag Huk un dan HAM memberikan pertimbangan atas permonornéan tersebut

Kepada Pejabat vang miempuilyadi Kewehangan daiam penggunaall anggarai
dan apabila disetujui maka selanjutnya dapat melakukan pembayaran kepada
Advokai/Pengacara yvang bersangkutan baik terhadap penanganan perkara
bagi Pejabat/PNS/Pensiunan PNS dan unsur penyelenggara pemernntahan
desa maupun bagi masyarakat kurang mampu.

Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Aear setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan  Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal a5 dum 2015

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ng abang
pada tanggal a5 Jvm 2015

SEKR. FTARIS DAERAH
KARUPATEN LANDAK),

LUDIS

n
BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015 NOMOR..z.q,‘?

Salinan Sesuai dengan ashnva;
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

Rembma"
NIP. 19680225 199903 1 003
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' "12. Ketentuan Pasal 22 avat (3) diubah sehingga berbunvi sebagat berikut :

Pasal 22

(3] Dana bantuan bagi Pejabat/PNS/Pensiunan PNS dan unsur penyvelenggara
pemerintahan desa serta masyarakat kurang mampu adalah merupakan
dana vang bersifat belania publik.

13. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbuny: sebagai berikut:

Pasal 25

ARN St

Kabag Hukurm dan HAM mernberikKan peirtinlbangan atas permohonan tersevut
Kepada Pejabat yang mempuinyai Kowenaiigan dalam p evigghanl @ IEELRn
dan apabila disetujui maka selanjutnya dapat melakukan pembayaran kepada
Advokat/Pengacara vang bersangkutan baik lerhadap penanganan perkara
bagi Pejabat/PNS/Pensiunan PNS dan unsur penyelenggara pemerintahan
desa maupun bagi masyvarakat kurang mampu.

Pasal II
Peraturan Bupati in1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Aear setiap crang mengetahuinva. memerintahkan pengundang_an  Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Rerita Daerah Kabupaten Landak
Ditetapkan di Ngabang

Pada tanggal 25 Qw2015

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Nea bang
nada tanggal 28y »m: 2015

Salinan Sesuai dengan aslinya;
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

Pembina
NIP. 19680225 199903 1 003




